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PENETAPAN
Nomor 267/Pdt.P/2020/PA.Pdn
&g iraIty 7y
MS/ Jk&/ ~

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah
menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
antara:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Tumba Julu, 27 Oktober 1975,
agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD,
tempat kediaman di |

Kecamatan
Manduamas, Kabupaten Tapanuli Tengah,
sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Tumba Paranginan, 20 Oktober
1990, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,
pendidikan SLTP, tempat kediaman di

Kecamatan Manduamas, Kabupaten Tapanuli
Tengah, sebagai Pemohon II;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan para Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.
DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya
tertanggal 27 Oktober 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Pandan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor
267/Pdt.P/2020/PA.Pdn mengemukakan hal-hal sebagai berikut :
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1. Bahwa para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam
pada tanggal 22 Desember 2019 di Kecamatan Manduamas, Kabupaten
Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon | berstatus duda dalam
usia 44 tahun, dan Pemohon Il berstatus janda dalam usia 29 tahun,
pernikahan dilangsungkan dengan Wali Nikah Pemohon I
bernama : WALI NIKAH dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang
diantaranya masing-masing bernama : Saksi | : SAKSI NIKAH | dan saksi Il
SAKSI NIKAH Il dengan mahar berupa Seperangkat Alat Shalat;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat
semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada
larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum
Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun dan telah
dikaruniai 5 orang anak bernama :

1. ANAK I (Pr) umur 12 tahun:
ANAK Il (Lk) umur 23 tahun;
ANAK 111 (Lk) umur 7 tahun;
ANAK IV (Lk) umur 7 tahun;
ANAK V (Lk) umur 2 tahun;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang

o M 0N

mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para
Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta
Nikah karena pernikahan para Pemohon tidak dilakukan dihadapan Pegawai
Pencatat Nikah sehingga tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat,
hal ini disebabkan:
-Para Pemohon tidak mempunyai biaya untuk mendaftarkan pernikahan
Pemohon kepada KUA yang berwenang;
sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk
kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;
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7.
Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim
untuk menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon | dengan Pemohon
Il yang terjadi pada tanggal 22 Desember 2019 di Kecamatan Manduamas,
Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;

8.
Bahwa para Pemohon adalah keluarga kurang mampu sehingga tidak

mempunyai biaya untuk mengajukan permohonan Itsbat Nikah dan mohon
agar diberikan izin berperkara secara cuma - cuma (prodeo);

9.
Bahwa ketidakmampuan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara di

Pengadilan Agama Pandan telah dikuatkan dengan Surat Keterangan Tidak
Mampu Nomor: 470/ 46/SKTM/IV/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa
Tumba tertanggal 01 April 2020;
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Pandan berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini,
selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon | (PEMOHON 1) dengan
Pemohon Il (PEMOHON Il) yang dilangsungkan pada tanggal 22 Desember
2019 di Kecamatan Manduamas, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi
Sumatera Utara,
3. Memerintahkan kepada Pemohon | dan Pemohon Il untuk mencatatakan
pernikahan ke KUA setempat;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para
Pemohon;
Atau, jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex
aquo et bono);

Bahwa atas perintah Ketua Hakim sebelum persidangan, Jurusita
Pengadilan Agama  Pandan telah mengumumkan Pengesahan
Perkawinan/Istbat Nikah tersebut selama 14 (empat belas) hari sejak hari
sidang ditetapkan pada papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama
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Pandan, untuk memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan
untuk mengajukan keberatan kepada kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan,
namun selama masa tenggang waktu yang ditentukan tersebut habis tidak ada
satu pun pihak lain yang keberatan atas permohonan a quo ke Pengadilan
Agama Pandan, sehingga perkara ini mempunyai alasan hukum untuk
dilanjutkan dan dilakukan panggilan persidangan perkara ini;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon | dan
Pemohon Il telah dipanggil untuk datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Pemohon | dan Pemohon Il telah datang menghadap di
persidangan dan telah pula diberikan penjelasan secukupnya oleh Majelis
Hakim.

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon | dan
Pemohon Il dengan mencocokan pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, dan
ternyata Pemohon | dan Pemohon Il adalah orang yang dimaksud
sebagaimana tersebut dalam identitas permohonan;

Bahwa, berkenaan dengan permohonan Pemohon | dan Pemohon Il
untuk beracara di Pengadilan Agama Pandan secara cuma-cuma (prodeo)
karena tidak mampu untuk membayar biaya perkara, maka Majelis Hakim
terlebih dahulu memeriksa permohonan Pemohon | dan Pemohon II, kemudian
Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon | dan Pemohon Il untuk
berperkara di Pengadilan Agama Pandan secara cuma-cuma dengan
menjatuhkan Putusan Sela nomor  267/Pdt.P/2020/PA.Pdn. tanggal 19
November 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Memberi izin kepada Pemohon | dan Pemohon Il untuk berperkara
secara cuma-cuma (Prodeo);

2. Memerintahkan kepada Pemohon | dan Pemohon Il untuk melanjutkan
perkara;

Bahwa, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon | dan Pemohon I,
dan atas isi serta maksud dari permohonan tersebut tetap dipertahankan
Pemohon | dan Pemohon II;

Bahwa, Pemohon | dan Pemohon Il menerangkan yang menjadi pokok
permohonan Pemohon | dan Pemohon Il adalah perkawinan Pemohon | dan
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Pemohon Il dilaksanakan di Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengabh,
Provinsi Sumatera Utara, serta Pemohon | dan Pemohon Il menerangkan
status Pemohon | ketika pernikahan adalah duda umur 44 tahun yang masih
terikat pernikahan dengan istri yang terdahulu, sedangkan status Pemohon I
adalah janda karena ditinggal mati oleh suami yang pertama, akan tetapi belum
bisa menunjukkan surat keterangan meninggal dunia;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon | dan
Pemohon Il adalah sebagaimana diuraikan di atas, oleh karenanya perlu
dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut Pemohon | dan
Pemohon Il sebagaimana tersebut dalam identitas permohonannya, yaitu
beragama Islam, maka sesuai dengan ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan
Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang mana
ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,
serta memperhatikan azaz personalitas keislaman, tetapi pernikahan tersebut
melanggar Hukum Pemohon | masih terikat pernikahan dengan wanita lain,
maka Hakim berpendapat Pemohon | tidak memiliki kedudukan hukum (legal
standing) dalam perkara ini karena Pemohon | masih terikat pernikahan dengan
wanita lain ketika menikah dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan
tersebut, maka permohonan Pemohon | dan Pemohon Il tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai Putusan Sela Nomor
267/Pdt.P/2020/PA.Pdn tanggal 19 November 2020 dengan memberi izin
kepada para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo), maka
para Pemohon dibebaskan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI
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1. Menyatakan Permohonan Pemohon | dan Pemohon Il tidak dapat
diterima
2. Membebaskan Pemohon | dan Pemohon Il dari membayar biaya yang

timbul dalam perkara ini;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam Sidang Terpadu Pengadilan
Agama Pandan di Kantor Kecamatan Barus pada hari Kamis tanggal 19
November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Akhir 1442
Hijriah, oleh Rusydi Bidawan, S.H.l., M.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan
mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga
dengan dibantu H. Zulpan, S.Ag., M.H. sebagai Panitera yang dihadiri oleh para

Pemohon;
Hakim Tunggal

TTD
Rusydi Bidawan, S.H.l., M.H

Panitera

TTD
H. Zulpan, S.Ag., M.H

Perincian Biaya Perkara : Nihil ( Rp.0,-);
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